
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.562, 2016 KEMENKEU. Revisi. TA 2016. Tata Cara.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /PMK.02/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

15/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN

ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

15/PMK.02/2016 telah diatur ketentuan mengenai tata

cara revisi anggaran Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan

mengenai tata cara revisi anggaran Tahun Anggaran 2016

agar sejalan dengan perubahan proses bisnis

penganggaran dan dukungan teknologi informasi perlu

dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi

Anggaran Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016

tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran

2016;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5767);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

3. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 288);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016

tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

15/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran

Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 149), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Revisi Anggaran dilakukan sepanjang tidak

mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran

www.peraturan.go.id



2016, No.562
-3-

terhadap:

a. kebutuhan biaya pegawai operasional

(komponen 001), kecuali untuk memenuhi

alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada

gaji pada Satker lain;

b. komponen berkarakteristik operasional non-

belanja pegawai (komponen 002, komponen

003, komponen 004, dan komponen 005),

kecuali untuk memenuhi alokasi gaji dan

tunjangan yang melekat pada gaji, dan/atau

dalam peruntukkan yang sama;

c. pembayaran berbagai tunggakan;

d. Rupiah Murni Pendamping sepanjang paket

pekerjaan masih berlanjut (on-going); dan/atau

e. paket pekerjaan yang telah dikontrakkan

dan/atau direalisasikan dananya sehingga

dananya menjadi minus.

(2) Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak

mengubah target kinerja dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. tidak mengubah sasaran program;

b. tidak mengubah jenis dan satuan Keluaran

(Output) kegiatan; atau

c. tidak mengurangi volume Keluaran (Output).

(3) Ketentuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c, dikecualikan bagi usul Revisi

Anggaran yang disebabkan oleh adanya kebijakan

pemotongan anggaran, pengurangan pinjaman

proyek, perubahan prioritas penggunaan anggaran,

perubahan kebijakan pemerintah, atau Keadaan

Kahar.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5

berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 5

(1) Dalam hal terdapat kebijakan pemotongan anggaran,

pengurangan pinjaman proyek, perubahan prioritas

penggunaan anggaran, perubahan kebijakan

pemerintah, atau Keadaan Kahar,

Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usul

Revisi Anggaran terkait dengan pengurangan volume

Keluaran (Output) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal volume Keluaran (Output) yang

berkurang merupakan volume Keluaran

(Output) dari Kegiatan Prioritas Nasional, usul

pengurangan volume Keluaran (Output) ditelaah

dalam pertemuan tiga pihak yaitu antara

Kementerian Keuangan, Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan

Kementerian/Lembaga yang bersangkutan;

b. dalam hal volume Keluaran (Output) yang

berkurang selain volume Keluaran (Output) dari

Kegiatan Prioritas Nasional, usul pengurangan

volume Keluaran (Output) disampaikan kepada

menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna

Anggaran untuk mendapat persetujuan;

c. pengurangan volume Keluaran (Output)

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

b digunakan sebagai acuan perubahan Rencana

Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja

Pemerintah 2016;

d. melampirkan surat pernyataan bahwa volume

Keluaran (Output) yang diusulkan berkurang

tersebut merupakan volume Keluaran (Output)

dari Kegiatan Prioritas Nasional atau bukan.

(2) Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan

pengurangan volume Keluaran (Output) dari Kegiatan

Prioritas Nasional, Sekretaris Jenderal/Sekretaris

Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/

Lembaga mengajukan usul Revisi Anggaran kepada
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Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi terkait di

Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional.

(3) Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan

pengurangan volume Keluaran (Output) dari Kegiatan

non-Prioritas Nasional, Sekretaris Jenderal/

Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I

Kementerian/Lembaga mengajukan usul Revisi

Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran

berdasarkan Surat Persetujuan dari

menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b.

(4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berisi pernyataan yang menyatakan secara tegas

bahwa menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna

anggaran dan/atau Pejabat Eselon I selaku

penanggung jawab Program telah menyetujui

pengurangan volume Keluaran (Output).

3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 diubah, sehingga

Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran

meliputi revisi terkait dengan perubahan anggaran

termasuk perubahan rinciannya, pergeseran

anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan revisi

administrasi.

(2) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran

diproses melalui penelaahan atau tanpa melalui

penelahaan.

(3) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran

yang memerlukan penelaahan meliputi usul Revisi

Anggaran sebagai berikut:

a. perubahan anggaran termasuk perubahan

rinciannya, terdiri atas:
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